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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama
melaksanakan penelitian tentang penerapan Pasal 338 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana pembunuhan yang disengaja
(studi kasus Pengadilan Negeri Limboto) terhadap pokok perkara dengan putusan
Nomor : 24/PID.B/2014/PN.LBT  dan putusan Nomor
110/PID.B/2014/PN.LBT, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penerapan Pasal 338 Kitab Undng-undang Hukum Pidana
(KUHP) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja
untuk kasus dengan putusan Nomor : 24/PID.B/2014/PN.LBT dan
Nomor : 110/PID.B/2014/PN.LBT sudah memenuhi unsur-unsur
pemidanaan baik unsur objektif maupun unsur subjektif.
2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan
Pasal 338 Kitab Undng-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap
pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja untuk kasus dengan
putusan  Nomor : 24/PID.B/2014/PN.LBT dan Nomor
110/P1D.B/2014/PN.LBT yang diputuskan oleh majelsi hakim telah
terjadi perbedaan putusan pemidanaan atau yang lebih dikenal dengan
istilah disparitas pidana. Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana

merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada
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para pencari keadilan. Disparitas pidana ini pun membawa
problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk
yang ada di Gorontalo.

1.2 Saran

Memperhatikan kesimpulan yang diuraikan peneliti di atas, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1. Kedepannya agar majelis haklim dalam menerapkan Pasal 338 KUHP
terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja benar-benar
memperhatikan unsur-unsur pemidanaan hal ini demi menjamin adanya
kepastian, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

2. Terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 338 KUHP
harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
terdakwa sebelum dijatuhkan saksi pidana. Dan yang leibih terpenting
lagi agar majelis hakim benar-benar memberikan saksi pidana sesuai
fakta-fakta hukum yang berlaku demi menjunjung tinggi hukum dan

keadilan.
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